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ABSTRAK 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan 
pengalaman praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 
Keuangan selama 1 bulan terhitung tanggal 29 Juli 2019 sampai 30 Agustus 2019 
di KORPS Lalu Lintas Kepolisian RI, Jl. Letjen MT. Haryono Kav 37-38 Jakarta 
Selatan 12770. Tujuan utama PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa.  
Pelaksanaan kerja dilakukan Praktikan selama PKL adalah membantu 
kegiatan verifikasi yang diakukan oleh unit Bendahara Keuangan dalam 
melaksanakan tugasnya di lingkungan KORPS Lalu Lintas Kepolisian RI. 
KORLANTAS POLRI dipilih karena instansi ini merupakan lembaga 
pemerintahan yang dalam melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah dan juga sesuai dengan jenjang pendidikan 
Praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. 
Selama melaksanakan PKL Praktikan menghadapi kendala - kendala 
dalam melaksanakan kegiatan PKL diantaranya yaitu dalam penanganan 
pembuatan surat perintah membayar dan surat perintah pembayaran serta 
jumlah computer yang minim menyebabkan kurang efisien dan efektifnya 
pelaksanaan pekerjaan.  
Dengan adanya PKL, Praktikan dapat mengambil kesimpulan bahwa PKL 
merupakan proses pembelajaran nyata yang dapat menambah wawasan 
Praktikan guna menghadapi dunia kerja yang nyata di masa yang akan datang 
dan menambah pengalaman Praktikan. 
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1.1  Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada perkembangan era globalisasi ini persaingan di dunia pekerjaan 
semakin ketat. Adanya globalisasi juga memberikan dampak yang signifikan 
terhadap pasar tenaga kerja di lapangan. Setiap individu dituntut untuk mengikuti 
tren perkembangan agar tidak mengalami ketertinggalan. Selain mengikuti tren 
individu juga harus meningkatkan kualitas dirinya dengan melakukan progressing 
pada dirinya. 
Universitas merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. Pada perguruan tinggi besar harapan mampu mencetak 
lulusan – lulusan yang kompeten dibidangnya. Dengan begitu mahasiswa akan 
mampu untuk bersaing di dunia pekerjaan di era globalisasi ini. Dengan adanya 
pembekalan berupa materi dan keterampilan yang sudah diberikan di perguruan 
tinggi. 
Universitas Potensi Utama adalah salah satu instansi pendidikan yang 
mengajarkan tentang dunia kerja dan mengharuskan mahasiswanya untuk 
mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan. Hal ini dilakukan agar seorang 
mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan 
dengan cara terjun langsung ke lapangan, serta untuk mendapatkan kesempatan 
dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di dapat saat 
mengikuti kegiatan perkuliahan. Dengan harapan para mahasiswa dapat bersaing 




Selain pembelajaran langsung dilapangan, mahasiswa juga dituntut untuk 
dapat memahami sekaligus menguasai materi yang telah diajarkan dibangku 
perkuliahan. Tujuannya agar ketika pengaplikasian di dunia kerja mahasiswa tetap 
mengetahui teori – teori terkait pekerjaannya, sehingga dapat menjalankan 
tugasnya dengan benar dan terarah. Selain itu juga materi yang di dapat dikampus 
diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan masalah yang ada.  
Dalam menghadapai persaingan dalam dunia kerja yang sedemikian 
ketatnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting 
guna menghadapi permasalahan tersebut.  
Program pelatihan yang dilaksanakan perguruan tinggi yakni Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dianggap sangat membantu perguruan tinggi untuk mencetak 
sumber daya yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di era globalisasi. 
Pembekalan di perguruan tinggi berupa teori dan praktek juga akan sangat 
membantu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin 
besar sumber daya yang terserap di dunia kerja akan mencerminkan bahwa 
pembekalan pelatihan dan praktik di bangku perkuliahan sudah mampu untuk 
diaplikasikan didunia kerja dan juga mampu untuk menghadapi persaingan di 
dunia kerja yang sangat sulit dan ketat.  
1.2  Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Maksud dari PKL ini adalah:  
1. Mengenalkan Praktikan pada situasi dan kondisi yang terjadi di dunia 




2. Memberikan kesempatan bagi Praktikan dalam mengenal dunia kerja 
  nyata secara langsung.    
3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki   Praktikan 
selama di perkuliahan.    
4. Mempelajari permasalahan yang terjadi di Ditlantas Polda Metro Jaya   dan 
dihubungkan dengan teori yang telah dipelajari selama menempuh 
perkuliahan.    
Sedangkan tujuan dari PKL ini adalah:  
1. Mempraktikan secara langsung teori dan pelatihan yang telah   dipelajari 
dan dilakukan oleh praktikan selama perkuliahan.    
2. Membantu Praktikan dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di 
bidang kerja dimana Praktikan melaksanakan kegiatan PKL dan mengatasi 
kendala yang di hadapi dengan mengaplikasikan teori   yang telah 
dipelajari.  
3. Mengembangkan sifat aktif dan bersosialisasi serta kerja sama   dengan 
anggota lain yang terdapat dalam satu ruang lingkup organisasi yang ada.    
4. Mengajarkan Praktikan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan 
profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang telah 
diberikan.    
5. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Instansi 
dimana Praktikan melakukan kegiatan PKL karena dapat menjadi media 




6. Lebih dapat memahami konsep-konsep non akademis di dunia kerja, seperti 
etika kerja, disiplin kerja, profesionalitas, dan lain-lain yang tidak Praktikan 
temukan dalam bangku perkuliahan.    
1.3  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Adapun beberapa kegunaan yang didapatkan dari pelaksanaan PKL di 
KORLANTAS POLRI ini baik bagi Praktikan, Fakultas Ekonomi maupun 
instansi tempat melaksanakan PKL, yaitu:  
1. Bagi Praktikan  
a. Memberikan kesempatan dalam menerapkan teori yang telah diperoleh 
dalam bangku perkuliahan.  
b. Memperoleh pengalaman dan perluasan ilmu baru yang didapat di 
tempat melaksanakan kegiatan PKL. Memberikan pengalaman dalam 
mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dengan teori yang telah 
dipelajari .  
c. Mengenalkan Praktikan pada dunia kerja dan permasalahan yang 
terjadi.    
d. Melatih Praktikan untuk memiliki sikap yang profesional dan peduli 
terhadap lingkungan kerja dan rekan dalam satu organisasi yang ada. 
   
e. Mendorong Praktikan untuk mampu menciptakan lingkungan kerja 
yang baik dan nyaman bagi dirinya dan orang lain.    




a. Sebagai media kerjasama dengan dunia kerja seperti dunia usaha, 
lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Instansi 
Pemerintahan dalam menyalurkan tenaga sumber daya manusia yang 
berkompeten dan mampu menghadapi arus persaingan dalam dunia 
kerja. 
b. Sebagai sarana dalam memperkenalan Fakultas Eknomi UNJ dan 
sumber daya manusia yang telah dihasilkan di tengah-tengah arus 
dunia kerja.    
c. Fakultas Eknomi UNJ dapat meningkatkan dalam menghasilkan 
kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten dan mampu 
menghadapi persaingan arus dunia kerja melalui pengalaman PKL 
yang dilakukan oleh Praktikan.    
3. Bagi Instansi atau Perusahaan  
a. Instansi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki 
wawasan akademis dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam 
memenuhi penyelesaian tugas yang diberikan melalui kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan.  
b. Instansi dimana Praktikan melaksanakan kegiatan PKL akan 
memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang mereka 
perlukan.    
c. Adanya hubungan atau kerjasama yang baik antara Universitas dengan 
Instansi dimana Praktikan melakukan kegiatan PKL sehingga Instansi 




pendidikan.    
d. Membantu Instansi terkait dalam mendapatkan gambaran umum 
tentang kinerja dalam bidang yang Praktikan laksanakan selama 
mengikuti kegiatan PKL melalui laporan PKL yang diberikan.    
1.4  Tempat PKL  
PKLyang telah dilaksanakan oleh Praktikan dari tanggal 29 Juli 2019 
sampai 30 Agustus 2019 pada sebuah instansi yang dijabarkan sebagai 
berikut:   
Nama Instansi  : KORLANTAS POLRI  
Alamat      : Jl. Letjen MT. Haryono Kav 37-38 Jakarta Selatan 12770 
Telepon  : 021-7989702 
Web  : http://www.korlantas.polri.go.id/   
Bagian tempat PKL     : Bagian Keuangan 
Alasan Praktikan memilih KORLANTAS POLRI sebagai tempat PKL adalah:  
1. Sesuai dengan konsentrasi Praktikan pada Pendidikan Akuntansi.  
2. Ingin mengetahui kegiatan pengadministrasian dalam KORLANTAS POLRI.  
3. Terdapat bagian dan divisi dalam KORLANTAS POLRI yang sesuai dengan 
bidang pendidikan yang ditempuh oleh Praktikan, sehingga Praktikan dapat 
menerapkan ilmu yang didapat dari perguruan tinggi.    




Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan kurang lebih satu bulan terhitung 
dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 di bagian keuangan.  
Berikut uraian jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dalam empat tahap:  
1. Tahap Observasi Tempat PKL  
Tahap ini Praktikan melakukan observasi awal ke instansi yang akan 
menjadi tempat PKL. Observasi dilakukan dari bulan Juni 2019. Praktikan 
memastikan kepada bagian Personalia apakah Instansi tersebut menerima 
karyawan PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan 
untuk menjadi karyawan PKL. Praktikan menemui langsung untuk mendapat 
informasi yang lengkap dan akurat.  
2. Tahap Persiapan PKL  
Pada tahapan ini Praktikan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan 
yaitu surat pengantar dari Universitas Negeri Jakarta yang menunjukkan bahwa 
Praktikan akan melakukan PKL.  
Praktikan membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari fakultas 
yang selanjutnya diserahkan ke Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK). Bulan Juli 2019 Praktikan mulai mengurusi 
adminisitrasi yang menjadi persyaratan penerimaan mahasiswa PKL. 
Diantaranya yaitu Surat Permohonan Izin PKL dari Universitas Negeri Jakarta. 
Kemudian Praktikan memberikan berkas lain seperti Kartu Tanda Mahasiswa 




(CV) dan Pas Foto 3 x 4 pada tanggal 26 Juli 2019 kepada bagian Personalia 
yang kemudian langsung disetujui. Praktikan bersama rekan yang mengikuti 
PKL juga mendapat surat balasan persetujuan untuk bukti penerimaan kami 
diperbolehkan untuk melaksanakan PKL atau tidak.  
Ketika praktikan memberikan surat pelaksanakan PKL, pada saat itu juga 
Praktikan yang mengikuti PKL di KORLANTAS POLRI mendapatkan arahan 
secara langsung dan pembagian divisi yang telah ditentukan oleh kantor. Jika ada 
yang tidak sesuai bidang pendidikannya, maka Praktikan dapat segera 
melaporkan untuk ditempatkan di bagian yang tepat sesuai dengan bidang 
keahliaannya. Di dalam briefing tersebut, kami juga diberikan kesempatan untuk 
menanyakan job description yang diemban selama pelaksanaan PKL.  
Setelah melaksanakan briefing, Praktikan diperbolehkan untuk ke ruangan 
kerja divisi keuangan untuk menanyakan lebih detail mengenai apa saja 
pekerjaan yang dilakukan pada divisi ini.  
3. Tahap Pelaksanaan PKL  
Waktu kerja yang ditentukan sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam satu 
minggu yaitu Senin – Jumat. Ketentuan PKL di KORLANTAS POLRI  adalah 
sebagai berikut:  
Table I.1 Waktu Operasional Praktik Kerja Lapangan 
Hari Waktu Kerja Waktu Istirahat 




Jumat 08.00 – 15.30 12.00 – 13.00 
Sumber : diolah oleh Praktikan  
 
Jadwal Praktikan melaksanakan PKL dimulai pada tanggal 29 Juli 2019 
sampai dengan 30 Agustus 2019. Selama waktu kegiatan PKL Praktikan selalu 
datang tepat waktu dan mengikuti setiap tata tertib. Praktikan juga selalu 
hadirselama kegiatan PKL dan berpartisipasi dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh KORLANTAS POLRI seperti kegiatan buka bersama 
seluruh karyawan KORLANTAS POLRI. 
Daftar Kegiatan Praktikan selama PKL terdapat pada table 1.2 Halaman 52 
4. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Penulisan laporan PKL dilaksanakan setelah Praktikan selesai Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). Data-data dalam penyusunan laporan PKL Praktikan 
kumpulkan dari tempat PKL yang dibimbing dengan pegawai Renmin secara 
langsung. Selain itu data sekunder didapat dari pencarian lewat internet dengan 
sumber yang terpercaya.  
Semua data dan informasi yang telah didapat, kemudian diolah menjadi 
suatu laporan PKL yang utuh. Dalam penyusunan laporan PKL, Praktikan banyak 
melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing. Laporan PKL merupakan salah 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
2.1  Sejarah Instansi 
1. Periode 1950 – 1959 
Memasuki periode 1950-1959, Seksi Lalu Lintas lahir dalam wadah Polisi 
Negara RI. Sebenarnya usaha – usaha penyusunan kembali organisasi Polisi 
Indonesia itu sudah ada sejak diangkatnya Kepala Jawatan Kepolisian Negara, 
namun usaha itu terhenti pada saat pecah perang kemerdekaan kedua (Clash II). 
Setelah penyerahan kedaulatan Negara RI tanggal 29 Desember 1943, baru dapat 
dilanjutkan kembali.  
Pimpinan Polisi di daerah pendudukan yang dipegang oleh kader-kader 
Belanda diganti oleh kader-kader Polisi Indonesia. Hanya dalam mereorganisasi 
Kepolisian Indonesia dinamakan Jawatan Kepolisian dan pada masa terbentuknya 
Negara Kesatuan tanggal 17 Agustus 1950 berubah menjadi Jawatan Kepolisian 
Negara. Karena kemajuan dan perkembangan masyarakat yang mulai perlu 
diantisipasi, maka organisasi polisi memerlukan penyesuaian agar dapat 
mewadahi dan menangani pekerjaan dengan cepat. 
Untuk itu diperlukan spesialisasi pada 9 Januari 1952 dikeluarkan order 
KKN No.6/IV/Sek 52 yang menegaskan dimulainya pembentukan kesatuan-
kesatuan khusus seperti Polisi Perairan dan Udara, serta Polisi Lalu Lintas yang 




Polisi Lalu Lintas memiliki rumusan tugas, yaitu: 
I. Mengurus lalu lintas 
II. Mengurus kecelakaan lalu lintas 
III. Pendaftaran nomor bewijs 
IV. Motor brigade keramaian 
V. Komando pos radio dan bengkel 
(Korlantas POLRI, 2016) 
2. Masa Orde Lama 
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah momen yang juga menjadi 
sejarah perjuangan Polantas dalam masa perubahan bentuk negara ini. Masih 
dalam suasana paska-Dekrit, pada tanggal 23 Oktober 1959 dikeluarkan Peraturan 
Sementara Menteri /KKN No. 2PRA/MK/1959 tentang Susunan dan Tugas 
Markas Besar Polisi Negara. Ini memperluas status Seksi Lalu Lintas menjadi 
Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api (PNUK). 
Yang menjadi “sutradara” di balik pengabdian Dinas Lalu Lintas dan 
Polisi Negara Urusan Kereta Api (PNUK) adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan 
PNUK pertama, Ajun Komisaris Besar Polisi Untung Margono yang 
menggantikan Komisaris Besar Polisi HS Djajoesman. Ia mengawali masa-masa 
penting polisi. Termasuk lahirnya Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13/1961 
tanggal 19 Juni 1961. Aturan ini bukan sekedar undang-undang tertulis, namun 
menjadi sejarah Kepolisian RI yang sangat penting, sebagai realisasi cita-cita 






Direktorat Lalu Lintas, nama ini menjadi simbol kuat. Pertama kali 
digunakan di tingkat pusat. Prosesnya jelas, tanggal 23 Nopember 1962 
dikeluarkan peraturan 3M Menteri/KSK No.2PRT/KK/62. Itu membentuk 
kembali Dinas Lalu Lintas yang terpisah dari Polisi Tugas Umum, sedangkan 
PNUK tetap dimasukkan dalam jajaran Polisi Tugas Umum. Kemudian pada 14 
februari 1964 dengan Surat Keputusan 3M Menpangab No Pol. 11/SK/MK/64, 
Dinas Lalu Lintas diperluas lagi statusnya menjadi Direktorat Lalu Lintas. 
(Korlantas POLRI, 2016) 
3. Masa Orde Baru 
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang 
mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk 
meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 
tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur 
Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian 
dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang 
masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. 
Organisasi baru di tubuh Polri lahir atas hasil penjabaran dikeluarkannya 
Surat Keputusan Kapolri No. Pol 113/SK/1979 tanggal 17 September 1970 
tentang Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus dan Badan – Badan Pelaksana 
Polri Bidang lalu lintas, juga menyesuaikan. Dua tahun sebelum surat keputusan 




(Pusatop Lantasi dengan komandan KBP Drs. UE Medelu. Dengan keluarnya SK 
tersebut berubah kembali menjadi Direktorat Lalu Lintas tahun 1970, yang 
merupakan salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri, sehingga kemudian 
disebut Direktorat Lalu Lintas Komapta. (Korlantas POLRI, 2016) 
4. Sub-Dit.Lantas Polri menjadi Dit.Lantas Polri 
Pada tahun 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Sub Direktorat 
Lalu Lintas Polri dibawah Dit Samapta. Namun, karena adanya kebutuhan yang 
tinggi maka dikembalikan lagi menjadi Dit Lalu Lintas Polri dan langsung 
dibawah Kapolri. 
Perkembangan terus terjadi pada tahun 1991 tepatnya tanggal 21 
Nopember 1991, Sub direktorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya 
menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, berkedudukan di bawah Kapolri, yang 
sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri. 
Di era reformasi, Polri terlepas dari organisasi ABRI/TNI. Dengan 
sendirinya Polri tidak lagi berada dibawah Menhankam/Pangab. Tetapi sudah 
sebagai institusi yang independent dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara RI, maka Kapolri berada dibawah serta bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden RI. Begitu pula dengan Direktorat Lalu Lintas, 
berada didalam wadah Badan Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri). 







5. Dari Dirlantas menjadi Korps Lalu Lintas 
Saat ini reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus bergulir, meliputi 
reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Reformasi instrumental akan 
meliputi kendaraan dan teknologi pendukung tugas Polri di lapangan. Karena 
diharapkan tugas Polri menjadi lebih baik dibanding sbelumnya, sehingga harus 
memelihara peralatan yang dimiliki agar berfungsi dengan baik agar dapat 
membantu kinerja polisi di lapangan. 
Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No.52 tanggal 4 Agustus tahun 
2010 Dit.Lantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). 
Korlantas Polri berkedudukan langsung dibawah Kapolri, bertugas untuk 
membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas meliputi pendidikan 
masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan 
identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. (Korlantas 
POLRI, 2016) 
2.2  Visi dan Misi KORLANTAS POLRI  
Visi Polisi Lalu Lintas : 
Visi Polisi lalu lintas adalah terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas yang 
prima dan unggul, penegakkan hukum yang tegas dalam rangka meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang 
proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri.  
Misi Polisi Lalu Lintas : 
1. Memelihara dan mewujudkan pelayanan Keamanan, keselamatan, ketertiban 




transparan dan akuntabel; 
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam rangka 
upaya menangkal dan mecegah potensi gangguan keamanan di jalan serta 
menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang; 
3. Melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional 
dan efektif di bidang lalu lintyas serta memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan secara mudah, transparan, akuntabel dan tidak 
diskriminatif, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 
4. Mengembangkan Sinergitas Polisional yang proaktif berbasis pada 
masyarakat patuh dan sadar hukum; 
5. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan dalam negeri; 
6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh 
sumber daya polantas guna mendukung tugas Polri; 
7. Mewujudkan budaya tertib lalu lintas dengan terus melaksanakan kampanye 
pelopor keselamatan berlalu lintas; 
8. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang lalu-lintas sesuai tuntutan 
dan harapan masyakarat serta optimalisasi pusat kendali sistem informasi 
dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dalam rangka menjamin 
pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas 
kepada masyarakat. (Korlantas POLRI, 2016) 
Moto Polisi Lalu Lintas :  




Logo Polisi Lalu Lintas : 
 
Gambar II.1 Logo Polisi Lalu Lintas 
Sumber : KORLANTAS POLRI 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2, Ditlantas 
menyelenggarakan fungsi:   
1. Pembinaan lalu lintas kepolisian.  
2. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan 
hukum dan ketertiban lalu lintas.    
3. Pembinan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta 
pengemudi.    
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu 
lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.    
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.    
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan 
  dokumentasi program kegiatan Ditlantas.    
7. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada 
  Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah   kendali 





2.3  Struktur Organisasi serta Tugas, Pokok dan Fungsi 
1. Struktur Organisasi KORLANTAS POLRI 
Dalam Struktur organisasi Ditlantas memiliki 7 (tujuh) Seksi. Adapun 
dalam setiap seksi memiliki tugasnya masing-masing yaitu sebagai berikut:  
1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)    
Sub Renmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, 
manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan 
pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Dalam 
menyelenggarakan tugas Sub Renmin berfungsi menyelenggarakan :  
a) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, 
pembukuan, akutansi, dan penyusunan laporan serta pertanggung jawaban 
keuangan .    
b) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.    
c) Penyusunan dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja meliputi analisis 
target pencapaian kinerja, program dan anggaran.    
2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)   
Sub Bagian Pembinaan Operasional bertugas melakukan pembinaan pada 
setiap kegiatan operasional yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota 
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pembinaan yang dilaksanakan oleh 
Bagbinopsnal adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh anggota guna 
dalam melaksankan setiap kegitan operasional yang dilakukan oleh seluruh 




ketika menghadapi setiap permasalahan dalam kegiatan operasional.  
a) Dalam pelaksanaan tugasnya Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi: 
Pembinaan manajemen Operasi dan Pelatihan bidang Lalu   Lintas  
b) Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi serta pengumpulan,   pengolahan data 
dan penyajian informasi serta dokumentasi   bidang Lalu Lintas.    
c) Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas.    
3) Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa);  
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit Dikyasa menyelenggarakan fungsi: 
a) Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui   kerjasama 
lintas sektoral.    
b) Melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.    
c) Melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan   lalu 
lintas. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, 
  masyrakat, sekolah mengemudi serta kelompok.    
d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama 
lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang 
lalu lintas  
4) Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum) Dalam 
melaksanakan tugas Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi:  
a) Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas    
b) Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas    





5) Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident)  Dalam 
melaksanakan tugasnya Sub Regident menyelenggarakan fungsi:  
a) Pembinaan pelaksanaan Regident Surat Izin Mengemudi   (SIM) 
b) PembinaanpelaksanaanRegidentSuratTandaNaikKendaraan   (STNK) 
c) Pembinaan pelaksanaan Regident Kendaraan Bemotor dan   BPKB    
6) Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel)   Dalam 
melaksanakan tugasnya Subdit Kamsel menyelenggarakan fungsi:   
a) Penganalisaan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan   pusat 
kegiatan, pemukiman dan infrastrukturyang berpotensi   menimbulkan 
gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.  
b) Melaksanakan kerja sama Lintas sektoral dalam rangka   transformasi 
untuk memetakan permasalahan wilayah   berkaitan dengan Lalu Lintas. 
c) Melaksanakan audit dan pengkajian operasional Lalu Lintas   untuk 
kendali mutu dan kualitas kinerja.    
7) Satuan Patroli Jalan Raya ( Sat PJR)  
Sat PJR adalah badan dan satuan pelaksana operasional ditingkat Mabes Polri 
dan Polda yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengawasan, 
pengendalian Lalu Lintas,keamanan dan ketertiban umum di jalan, penindakan 
pelanggaran Lalu Lintas, setiap bentuk ancaman dan gangguan di jalan 
termasuk lingkungan ke dalam jalan.  
Struktur Organisasi KORLANTAS POLRI terdapat pada Gambar II.2 




2. Tugas KORLANTAS POLRI  
Tugas dari KORLANTAS POLRI adalah membina dan menyelenggarakan 
fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, 
pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan 
kendaraan bermotor serta patroli jalan raya; melaksanakan penertiban lalu lintas, 
manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering); menyelenggarakan 
pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas; 
mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan lalu lintas; memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan 
melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS. (Korlantas POLRI, 2016) 
3. Fungsi KORLANTAS POLRI 
a) Penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan peran dan fungsi polisi 
lalu lintas, perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk 
petunjuk pelaksanaan fungsi lalu lintas, membangun kemitraan dan kerjasama 
baik dalam maupun luar negeri, serta menyelenggarakan koordinasi dengan 
pemangku kepentingan lainnya di bidang lalu lintas; 
b) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas yang meliputi kegiatan 
memelihara dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan raya, jalan tol, serta jalan-jalan luar kota sebagai 
penghubung (linking ping) antar kesatuan lalu lintas melalui kegiatan 
pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPKP, Quick Respon Time, dan 




c) Pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan teknis 
penegakan hukum yang meliputi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran 
aturan lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan kecelakaan 
lalu lintas, serta koordinasi dan pengawasan PPNS; 
d) Pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, 
penanaman nilai, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu 
lintas, serta pendidikan berlalu lintas secara formal dan informal; 
e) Pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan 
kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pengecekan administrasi dan fisik 
kendaraan serta pengujian kompetensi pengemudi untuk menjamin keabsahan 
dokumen kendaraan bermotor dan sarana kontrol dalam rangka penegakan 
hukum maupun untuk kepentingan forensik kepolisian; 
f) Pengkajian bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan keamanan dan 
keselamatan lalu lintas, pemetaan, inventarisasi, identifikasi wilayah, masalah 
maupun potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem Filling 
and Recording, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, 
serta perumusan rekomendasi dampak lalu lintas; dan 
g) Pelaksanaan operasional NTMC, yang meliputi kegiatan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data lalu lintas, sebagai pusat kendali, koordinasi, 
komunikasi, dan informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan 
komunikasi lalu lintas, serta pelayanan informasi lalu lintas yang menyangkut 
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data jajaran Polri. 




2.4  Kegiatan Umum Instansi 
Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 
Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Ditlantas bertugas menyelenggarakan 
kegiatan Lalu Lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas 
(Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah Lalu Lintas, administrasi 
regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patrolijalan raya 
antar wilayah serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
berlalu lintas (Kamseltibcarlantas) melalui pengembangan Trafic Management 
Centre (TMC) dengan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi dengan 
harapan dapat memberikan segala bentuk pelayanan informasi kepada seluruh 
masyarakat sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam berlalu lintas.  
Karena dengan adanya pelayanan sumber informasi dalam bentuk digital 
akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan pemantauan kondisi Lalu 
Lintas secara langsung, dengan begitu masyarakat akan dapat lebih efisien dalam 
berkendara karena dapat mengetahui ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan 
dan juga dapat mengetahui kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan masyarakat 
juga bisa mendapatakan himbauan secara langsung dari anggota kepolisian Lalu 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
3.1  Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh Praktikan di 
KORLANTAS POLRI berlokasi di Jl. Letjen MT. Haryono Kav 37-38 Jakarta 
Selatan 12770. Praktikan ditempatkan di bagian divisi Keuangan. Sub Keuangan 
bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Keuangan antara lain 
dalam bentuk Pembiayaan, Pengendalian, Pembukuan Akuntansi, Penyusunan 
Laporan Keuangan serta Pertanggungjawaban Keuangan Satker. 
Selama menjalankan kegiatan PKL di divisi Keuangan (Sikeu) Praktikan 
di tempatkan pada bagian verifikasi dimana bagian tersebut dianggap paling 
sesuai dengan latar belakang pendidikan Praktikan dan pada bagian tersebut 
terdapat kegiatan yang dilakukan oleh divisi Keuangan (Sikeu), dan Praktikan 
diberikan kesempatan untuk belajar di bagian lainnya yang terdapat pada divisi 
Keuangan guna mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru lainnya.  
Kasikeu Korlantas Polri memiliki kegiatan berupa menyelenggarakan 
pengelolaan administrasi keuangan antara lain dalam bentuk Pembiayaan, 
Pengendalian, Pembukuan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan serta 




Kasikeu Korlantas Polri memiliki 3 (tiga) bagian yang bertugas membantu 
dalam kegiatan yang terdapat pada divisi Keuangan, yang terdiri dari : 
1) Bagian Data Korlantas Polri 
Pada bagian Data ini terdapat jabatan Pamin (Perwira Administrasi) dan 
Bamin (Bintara Admnistrasi). Bagian Data pada Kasikeu Korlantas Polri memiliki 
tugas membuat Laporan Keuangan Manual, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
LPJ  Bendahara dan sebagai operator aplikasi SAIBA yang digunakan untuk 
membuat Laporan Keuangan. 
Bagian data memiliki tanggungjawab atas pembuatan Laporan Keuangan, 
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan LPJ Satker Korlantas Polri berdasarkan 
data yang telah diperolehnya. Data tersebut telah dikumpulkan dari seluruh divisi 
dalam Satker Korlantas Polri kemudian diolah oleh bagian Data untuk dibuatkan 
Laporan Keuangan Manual serta diinput kedalam aplikasi SAIBA. 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, 
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (Amran, 2018) 
2) Bagian Gaji Korlantas Polri 
Pada bagian Gaji ini terdapat jabatan Pamin (Perwira Administrasi) dan 
Bamin (Bintara Admnistrasi). Bagian Gaji pada Kasikeu Korlantas Polri memiliki 
tugas menyusun Anggaran Belanja Pegawai Satker Korlantas Polri, menyusun 




PNS tiap bulan yang akan dikirim ke KPPN dan PUSKEU Polri, menyusun 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) belanja pegawai dalam rangka usulan DIPA dan 
RKAKL, menyusun Laporan data bulanan pemutakhiran data personel Satker 
Korlantas Polri, menyiapkan daftar penerimaan gaji dan Tunkin, melayani 
pengambilan uang gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan PNS dan penghasilan 
lainnya, sert membuat GPP dan BPP Gaji dan membuat SPM serta 
mengajukannya ke KPPN. 
Pada bagian penggajian Kasikeu Korlantas Polri selalu melakukan 
pengecekan terhadap kenaikan pangkat para personel anggota Polri dan PNS. Dan 
juga melakukan pendataan mengenai kegiatan – kegiatan para personel termasuk 
adalah kegiatan perjalanan dinas. Seluruh kegiatan para pesonel akan dianggarkan 
kedalam usulan DIPA dan RKAKL Satker Korlantas Polri. 
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 
Kementrian Negara/Lembaga dan disahkan oleh dirjen Perbendaharaan atau 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara  (BUN). (Haq, wikiapbn Sebuah Ensiklopedia 
Kementrian Keuangan, 2015) 
3) Bagian Verifikasi Korlantas Polri 
Pada bagian Verifikasi ini terdapat jabatan Pamin (Perwira Administrasi) 
dan Bamin (Bintara Admnistrasi). Bagian Verifikasi pada Kasikeu Korlantas Polri 
memiliki tugas melakukan Verifikasi perwabku, memeriksa kelengkapan tagihan, 
memeriksa berkas Perwabku kegiatan yang telah/akan dilaksanakan oleh Sub 




Satker/Pokja Pengadaan, membuat Surat Perintah Membayar (SPM), memberikan 
bimbingan terhadap BPP, menyusun Dokumen penarikan dana yang akan dikirim 
ke KPPN Kemenkeu RI, melakukan koordinasi dengan KPPN terkait dengan 
pengajuan penarikan dana. 
Pada bagian verifikasi dilakukan kegiatan pengecekan secara berkala 
mengenai kelengkapan berkas Perwabku terkait dengan kegiatan yang akan/telah 
dilaksanakan oleh Satker Korlantas Polri. Setelah memastikan kelengkapan dari 
Perwabku lalu akan dilanjutkan dengan memeriksa dokumen/berkas terkait 
penarikan/pencairan dana kemudian akan dibuatkan SPM oleh operator bagian 
Verifikasi lalu diberikan kepada KPPN untuk pengajuan penarikan dana. 
Perwabku adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan 
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. (Martadinata, 2010) 
 
3.2  Pelaksanaan Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Ditlantas Polri, Praktikan 
berupaya untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan secara maksimal dan 
tepat waktu. Dalam penyelesaian tugas tersebut, Praktikan dibimbing oleh 
pegawai Kasikeu sehingga Praktikan memahami bidang pekerjaan yang dilakukan 
dan menyelesaikannya dengan baik.  
Adapun kegiatan yang dilakukan Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan 




1. Monitoring Kontrak Supplier dalam Website OM SPAN  
Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka 
memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui 
jaringan berbasis website OM-SPAN. Aplikasi ini dapat diakses 
melalui browser web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google 
Chrome, dan browser lainnya. Monitoring kontrak supplier pada website 
OM SPAN berguna untuk mengetahui invoice/Surat Perintah Membayar 
(SPM) apakah ditolak atau sudah diproses, termasuk juga informasi 
mengenai status penyaluran dana SP2D apakah sukses ataukah terjadi 
Retur. (Haq, Aplikasi “Online Monitoring” Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara, 2015) 
Pada awalnya Aplikasi OM SPAN ini hanya diperuntukan intern 
instansi di Ditjen Perbendaharaan. Namun sejak terbitnya PER-
41/PB/2014, Satker mitra KPPN juga bisa memanfaatkan aplikasi ini 
untuk mendapatkan informasi status SPM, monitoring DIPA, pencetakan 
daftar SP2D dan lain-lain. Modul Aplikasi OM SPAN yang dapat diakses 
oleh satker yaitu : 
a) Modul Penganggaran 
b) Modul Komitmen 
c) Modul Pembayaran 
d) Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN 




2. Pembuatan Kartu Pengawasan Kontrak  
a) Operator bagian Verif melakukan rekam data kontrak berdasarkan 
pada Resume Kontrak yang telah dibuat oleh Bamin Verif. 
b) Dengan adanya resume kontrak yang berisi biodata perusahaan 
tersebut maka operator dapat memasukkan data supplier tersebut. 
c) Data yang dimasukkan berupa Nomor Kontrak, Kode Supplier, 
Nilai Kontrak, Cara Pembayaran, Sistem Pembayaran, dan Detil 
Rincian dan Realisasi lalu simpan. 
d) Setelah semua data tersebut tersimpan dan sesuai dengan resume 
kontrak perusahaan maka Satker memiliki Kartu Pengawasan 
Kontrak. 
Sumber : PAMIN Verifikasi Korlantas POLRI 
KPPN wajib membuat Kartu Pengawasan kontrak untuk kontrak 
yang pembayarannya dilakukan dengan termin atau sertifikat bulanan.  
(DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, 2005) 
Contoh Resume Kontrak dapat di lihat di lampiran 7 halaman 46 dan 
Contoh Kartu Pengawasan Kontrak dapat di lihat di lampiran 8 halaman 
47 
3. Pembuatan Rekam Data Kontrak Supplier di Aplikasi SAS (admin) 
a) Pada saat melakukan Rekam Data Kontrak Supplier operator harus 
mengisi nomor kode dan Tipe Satker terlebih dahulu. 
b) Lalu kemudian mengisi Biodata terkait perusahaan Supplier seperti 




bank yang digunakan. 
c) Lalu simpan data tersebut maka otomatis perusahaan tersebut telah 
didaftarkan. 
Sumber : PAMIN Verifikasi Korlantas POLRI 
Contoh Pada Saat Melakukan Rekam Data Kontrak Supplier dapat di 
lihat di lampiran 9 halaman 48 
4. Pembuatan Surat Perintah Pembayaran di Aplikasi SAS (SPP) 
a) Memilih jenis SPH (Langsung) lalu pilih Kontraktual atau Non 
Kontraktual setelah itu masukkan tanggal pembuatan SPM . 
b) Lalu mengisi Uraian kegiatan yang tertera pada uraian Resume 
Kontrak 
c) Kemudian memasukkan akun pajak dan kemudia cetak SPP 
Sumber : PAMIN Verifikasi Korlantas POLRI  
Contoh Surat Perintah Pembayaran dapat di lihat di lampiran 10 
halaman 49 
5. Pembuatan Surat Perintah Membayar di Aplikasi SAS (SPM) 
Setelah SPP dicetak maka SPM dapat dikeluarkan dengan cara : 
a) Sesuaikan tanggal SPP dibuat dan pilih SPP yang dituju 
b) Lalu secara otomatis akan muncul data SPP kemudian isi tanggal 
pencetakan SPM Dan kemudian SPM dapat dicetak 
Sumber : PAMIN Verifikasi Korlantas POLRI  





3.3  Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di Kantor Korlantas Polri tentu tidak selalu 
berjalan dengan lancar karena beberapa faktor dalam pelaksanaan tugas yang 
menjadi penghambat mengakibatkan pekerjaan yang dikerjakan kurang maksimal. 
Kendala yang dimaksud diantaranya:   
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam memilih berkas karena berkas tersebut 
menjadi satu dengan bermacam-macam surat lainnya dan tidak adanya 
pedoman dalam daftar klasifikasi berkas. Oleh karenanya perlu dilakukan 
dengan teliti berdasarkan kebutuhan dan jumlahnya sehingga memerlukan 
pengurusan yang banyak waktu. Banyaknya jenis berkas tersebut membuat 
Praktikan mengalami kebingungan tentang fungsi dan tujuan dari masing – 
masing berkas tersebut. Dan juga setiap harinya jumlah berkas tersebut selalu 
bertambah seiring dengan berjalannya berkas dari atasan. 
2. Praktikan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
Pamin Verifikasi karena komputer yang tersedia di kantor tidak mencukupi 
dan juga Praktikan tidak diperkenankan membawa laptop pribadi karena 
menyangkut data pribadi instansi. Sehingga dalam proses pengerjaan tugas 
tersebut Praktikan harus menunggu komputer tersebut senggang. 
3.4  Cara Mengatasi Kendala 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam memilih berkas karena berkas tersebut 
menjadi satu dengan bermacam-macam surat lainnya dan tidak adanya 




dengan teliti berdasarkan kebutuhan dan jumlahnya sehingga memerlukan 
pengurusan yang banyak waktu. Banyaknya jenis berkas tersebut membuat 
Praktikan mengalami kebingungan tentang fungsi dan tujuan dari masing – 
masing berkas tersebut. Dan juga setiap harinya jumlah berkas tersebut selalu 
bertambah seiring dengan berjalannya berkas dari atasan. 
Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian 
terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria 
yang berlaku. (Zainuddin, 2016) 
 
Adapun tahap – tahap dalam analisis bukti transaksi meliputi kegiatan sebagai 
berikut : 
1) Identifikasi (penentuan) keabsahan fisik bukti transaksi, artinya 
menentukan pihak mana yang mengeluarkan (intern atau ekstern) serta 
meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang 
bersangkutan. Analisis kebenaran bukti transaksi, dimaksudkan untuk 
memeriksa kembali kebenaran perhitungan (perkalian, penjumlahan) 
dari data yang berupaangka-angka yang ada dalam bukti transaksi 
tersebut baik secara horizontal maupun vertikal. 
2) Identifikasi transaksi (siapa yang melakukan transaksi) dan meneliti 
apakah tansaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan yaitu dengan meneliti tandatangan pihak-pihak yang terkait 




3) Menentukan kebenaran penghitungan nilai uang yaitu dengan meneliti 
penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang 
digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku (jika transaksi 
terkait dengan metode dan peraturan perpajakan). 
4) Menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus 
didebet dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. (Hadipria, 
2015) 
Untuk membedakan berbagai macam berkas yang tertumpuk dimeja, 
sebelum Praktikan melakukan pekerjaannya praktikan juga harus selalu 
bertanya kepada sesama rekan operator bagian verifikasi terkait surat yang 
harus segera dibuat dan tujuan serta fungsi dari surat yang dibuat. Dan juga 
Praktikan harus menganalisis setiap jenis surat yang masuk dengan lebih teliti 
dan memberi keterangan atau pedoman klasifikasi surat pada map surat, jadi 
setiap pihak yang mengantarkan surat bisa meletekan surat tersebut pada box 
file sesuai dengan kepentingan dari isi surat tersebut. 
2. Praktikan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
Pamin Verifikasi karena komputer yang tersedia di kantor tidak mencukupi 
dan juga Praktikan tidak diperkenankan membawa laptop pribadi karena 
menyangkut data pribadi instansi. Sehingga dalam proses pengerjaan tugas 
tersebut Praktikan harus menunggu komputer tersebut senggang. 
Selain fungsi dan peranan sumber daya manusia, untuk mencapai 
kelancaran suatu pekerjaan juga sangat bergantung pada sarana dan sistem 




tujuan suatu lembaga dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga 
dibutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi pegawai 
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan 
administrasi maupun kegiatan operasional lainya dapat berjalan lancar. 
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang 
baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan 
berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja 
pegawai. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana kantor dalam upaya 
memperlancar aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana 
dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu 
lembaga harus dikelola dengan baik. (Tri listyawati, 2012) 
 
Menurut (Arum, 2007) terdapat sembilan komponen dalam pemanfaatan 
sarana prasarana, yaitu pemanfaatan berdasarkan jenis, prinsip, fungsi, 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan 
penghapusan sarana prasarana.  
Konsep pemanfaatan sarana prasarana merupakan komponen yang secara 
langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang jalannya proses kerja 
untuk mencapai tujuan dalam perusahaan itu sendiri. Permasalahan sarana 
prasarana sangat penting untung ditangani lebih serius, karena sangat 
berpengaruh dalam kelancaran proses kerja, karena disamping menjadikan 
pekerjaan lebih ringan, tentunya semua sarana prasarana itu harus sesuai 




Pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah usaha untuk mengadakan 
barang- barang yang akan dibeli yang sudah direncanakan terlebih dahulu 
atau mewujudkan dari apa yang direncanakan sebelumnya. 
Pengadaan ini bertujuan untuk mengadakan barang - barang kantor, 
mengadakan keperluan yang dibutuhkan kantor sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan dipikirkan sebelumnya. Pengadaan dilakukan harus setelah 
melakukan kegiatan  perencanaan agar barang yang dibeli jelas apa saja dan 






SIMPULAN DAN SARAN 
4.1  SIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 
adalah:  
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di KORPS Lalu Lintas 
Kepolisian RI, Jalan Letjen MT. Haryono Kav 37-38 Jakarta Selatan 
12770.    
2. Di Korlantas Polri, Praktikan bekerja pada divisi Renmin yang bekerja 
pada bagian Kasikeu Bendahara Korlantas mengurus bagian verifikasi 
sebagai operator bagian verifikasi. 
3. Selama menjalani PKL, Praktikan melakukan pelaksanaan kerja bagian 
verifikasi pada bagian Kasikeu, seperti membantu Monitoring Kontrak 
Supplier dalam Website OM SPAN, Pembuatan Kartu Pengawasan 
Kontrak, Pembuatan Rekam Data Kontrak Supplier di Aplikasi SAS 
(admin), Pembuatan Surat Perintah Pembayaran di Aplikasi SAS (SPP), 
Pembuatan Surat Perintah Membayar di Aplikasi SAS (SPM). 
4. Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan menemukan 
beberapa kendala yang cukup menghambat penyelesaian tugas Praktikan 
yaitu ketika berkas - berkas sudah bertumpuk menjadi satu sehingga 
mengalami kebingungan harus memprioritaskan surat mana dahulu yang 




sehingga praktikan memiliki keterbatasan dalam lingkup pekerjaan 
tersebut. 
5. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut yakni Praktikan menganalisis 
setiap jenis surat yang masuk dengan lebih teliti dan memberi keterangan 
atau pedoman klasifikasi surat pada map surat, jadi ketika ingin membuat 
surat seperti SPM dan SPP menjadi lebih mudah, dalam permasalahan 
tujuan dan fungsi dari masing – masing surat Praktikan mempelajari 
dahulu jenis surat tersebut dan membaca keteranganan yang terdapat pada 
surat tersebut, hal itu juga dapat menambah wawasan praktikan terkait 
surat surat tersebut berguna untuk apa. Dan perlunya ketersediaan sarana 
dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi 
bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan 
sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. 
4.2  SARAN 
1. Bagi instansi Korlantas Polri :  
a) Penambahan sarana komputer dapat menjadikan arus kerja lebih efektif 
dan efisien. Sebaiknya jumlah sarana dimbangi dengan sumber daya 
manusianya.    
b) Memaksimalkan fasilitas dan sarana serta prasarana yang ada sehingga 
terjadi meningkatnya produktivitas kinerja suatu instansi.    
c) Mengurangi tingkat kesalahan dalam melaksanakan deskripsi pekerjaan 





2. Bagi pegawai divisi Keuangan di Korlantas Polri :   
Sebaiknya setiap surat yang sudah masuk segera di tuliskan jenis tujuan 
surat tersebut harus dibuatkan surat jenis apa sehingga tidak hanya 
menumpuk dimeja saja dan tercampur dengan jenis – jenis surat lainnya 
hal ini perlu dilakukan agar lebih efektif   dalam pengerjaan surat 
tersebut.  
3. Bagi mahasiswa yang akan PKL di Korlantas Polri :    
Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebaiknya 
Praktikan mendapatkan pembekalan yang sesuai dengan pendidikan yang 
Praktikan tempuh sehingga dengan kemampuan yang dimiliki Praktikan 
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Lampiran Tabel  
Tabel I.2 Kegiatan Harian PKL 
No Hari, tanggal Kegiatan 
1. 
Senin, 29 Juli 2019 
 Mempelajari penggajian gaji 
induk PNS dan POLRI 
 Mempelajari tentang sistematika 
pendataan laporan keuangan 
 Mempelajari surat disposisi dan 
nota dinas pada bagian URMIN 
2. 
Selasa, 30 Juli 2019 
 Mempelajari penggajian gaji 
susulan dan tunjangan PNS dan 
POLRI 
 Mempelajari proses pengadaan 
barang modal 
 Mempelajari alur pemcairan 
belanja modal 
3. 
Rabu, 31 Juli 2019 
 Praktik penggunaann aplikasi 
SAS 2019  
 Mempelajari pembuatan Surat 
Perintah Pembayaran 
 Mempelajari pembuatan Surat 
Perintah Membayar 
 Pengurusan ke bagian URMIN 
4. 
Kamis, 1 Agustus 2019 
 Pembuatan Daftar Kontrak 
Mendaftarkan supplier yang 





 Pengecekkan nomor kontrak pada 
website OM SPAN 
 Mengurutkan Surat Perintah 
Pembayaran sesuai dengan SPK 
yang tertera 
5. 
Jumat, 2 Agustus 2019 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 
sudah bisa di daftarkan 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
6. 
Senin, 5 Agustus 2019 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Pengurusan surat ke bagian 
URMIN 
7. 
Selasa, 6 Agustus 2019 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran  
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
 Membubuhkan stempel pada SPP 
dan SPM 
8. 
Rabu, 7 Agustus 2019 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 




 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
9. 
Kamis, 8 Agustus 2019 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Pengurusan surat ke bagian 
URMIN 
10. 
Jumat, 9 Agustus 2019 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Menginject data ke flashdisk 
untuk dibawa ke KPPN 
11. 
Senin, 12 Agustus 2019 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 
sudah bisa di daftarkan 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier 
12. 
Selasa, 13 Agustus 2019 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier  
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 





 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
13. 
Rabu, 14 Agustus 2019 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran  
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
 Membubuhkan stempel pada SPP 
dan SPM 
14. 
Kamis, 15 Agustus 2019 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 
sudah bisa di daftarkan 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
15. 
Jumat, 16 Agustus 2019 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Menginject data ke flashdisk 
untuk dibawa ke KPPN 
16. 
Senin, 19 Agustus 2019 
 Pembuatan Daftar Kontrak 
Mendaftarkan supplier yang 
belum terdaftar dalam aplikasi 
SAS 
 Pengecekkan nomor kontrak pada 
website OM SPAN 
 Mengurutkan Surat Perintah 





 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
17. 
Selasa, 20 Agustus 2019 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran  
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
 Membubuhkan stempel pada SPP 
dan SPM 
18. 
Rabu, 21 Agustus 2019 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Pengurusan surat ke bagian 
URMIN 
19. 
Kamis, 22 Agustus 2019 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Menginject data ke flashdisk 
untuk dibawa ke KPPN 
20. 
Jumat, 23 Agustus 2019 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 
sudah bisa di daftarkan 






Senin, 26 Agustus 2019 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier  
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Pengurusan surat ke bagian 
URMIN 
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
22. 
Selasa, 27 Agustus 2019 
 Pembuatan Daftar Kontrak 
Mendaftarkan supplier yang 
belum terdaftar dalam aplikasi 
SAS 
 Pengecekkan nomor kontrak pada 
website OM SPAN 
 Mengurutkan Surat Perintah 
Pembayaran sesuai dengan SPK 
yang tertera 
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
23. 
Rabu, 28 Agustus 2019 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 
 Pengurusan surat ke bagian 
URMIN 
 Pembuatan Surat Perintah 
Membayar 
24. 
Kamis, 29 Agustus 2019 
 Membantu bagian URMIN untuk 
mengecek kesalahan dalam 




Per Subdit agar balance antara 
nilai PAGU dan sisa anggaran 
 Monitoring kontrak supplier pada 
website OM SPAN 
 Memilih resume kontrak yang 
sudah bisa di daftarkan 
 Pembuatan kartu pengawasan 
kontrak 
25. 
Jumat, 30 Agustus 2019 
 Membantu bagian data untuk 
pembuatan Kwitansi pencairan 
belanja pegawai/gaji pegawai 
 Pembuatan rekam data kontrak 
supplier 
 Pembuatan Surat Perintah 
Pembayaran 














Lampiran Gambar II.2 
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